REPUBLIK INDONESIA

No0.821, 2011 KEMENTERIAN KEUANGAN. Pinjaman Dalam
Negeri. Calon. Seleks.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 211/PMK.08/2011
TENTANG
TATA CARA SELEKSI CALON PEMBERI PINJAMAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa  untuk  meningkatkan  efektivitas dan
memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan
seleksi calon pemberi pinjaman dalam negeri, perlu
melakukan pengaturan kembali tata cara seleksi calon
pemberi pinjaman dalam negeri;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008
tentang Tata Cara Pengadaan Dan Penerusan Pinjaman
Dalam Negeri Oleh Pemerintah, telah ditetapkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.08/2010
tentang Tata Cara Pemilihan Calon Pemberi Pinjaman
Dalam Negeri;

c. bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan
serta dalam rangka penyempurnaan tata cara seleksi
calon Pemberi Pinjaman Dalam Negeri, dipandang
perlu untuk melakukan penggantian Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 90/PMK.08/2010 tentang Tata Cara
Pemilihan Calon Pemberi Pinjaman Dalam Negeri;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada dalam huruf a dan untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan
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Mengingat

Menetapkan

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pengadaan Dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri
Oleh Pemerintah dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Seleksi
Calon Pemberi Pinjaman Dalam Negeri;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Pengadaan Dan Penerusan Pinjaman Dalam
Negeri Oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4885);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Pengadaan Dan Penerusan Pinjaman Dalam
Negeri Oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4885);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA

CARA SELEKSI CALON PEMBERI PINJAMAN DALAM
NEGERI.
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pinjaman Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat PDN, adalah
setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi
Pinjaman Dalam Negeri PDN yang harus dibayar kembali dengan
persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya.

2. Pengadaan Pinjaman Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut
Pengadaan PDN, adalah pengadaan pinjaman dalam mata uang
rupiah yang dilakukan oleh Pemerintah, yang bersumber dari Badan
Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan Daerah,
yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu.

3. Pemberi Pinjaman Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat disebut
Pemberi PDN, adalah Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah,
atau Perusahaan Daerah yang memberi pinjaman kepada
Pemerintah.

4, Naskah Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut
Naskah Perjanjian PDN, adalah naskah perjanjian atau naskah lain
yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman
dalam negeri antara Pemerintah dengan Pemberi PDN.

S. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN,
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal
dari kekayaan negara yang dipisahkan.

6. Pemerintah Daerah, adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

7. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk

seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang
dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan undang-
undang.

8. Dokumen Seleksi, adalah dokumen yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal Pengelolaan Utang yang memuat informasi dan ketentuan
yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses seleksi calon
Pemberi Pinjaman Dalam NegeriPDN.

9. Seleksi Terbatas adalah metode seleksi calon Pemberi PDN dengan
jumlah calon yang mampu melaksanakan dan memenuhi syarat
diyakini dengan jumlahdiyakini terbatas.
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10. Penunjukan Langsung, adalah metode seleksi calon Pemberi
Pinjaman Dalam Negeri PDN dengan cara menunjuk langsung 1
(satu) calon Pemberi PDN.

BAB II
KEWENANGAN
Pasal 2

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang berwenang untuk melakukan seleksi
calon Pemberi PDN.

BAB III
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
Pasal 3

Dalam rangka melakukan seleksi calon Pemberi PDN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang
membentuk Panitia Seleksi.

Pasal 4

Panitia Seleksi dipilih dari unsur Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

a.memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan
tugas;

b.memahami pekerjaan yang akan diadakandilaksanakan;
c. memahami isi dokumen persyaratan seleksi;
d. tidak memiliki konflik kepentingan (conflict of interest); dan

e. menandatangani Pakta Integritas yang memuat pernyataan untuk tidak
melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, dan atau pernyataan-
pernyataan yang diperlukan dalam proses seleksi.

Pasal 5

Panitia Seleksi berjumlah gasal dan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga)
orang.

Pasal 6

Masa kerja Panitia Seleksi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan
Utang.

Pasal 7

Apabila diperlukan, Panitia Seleksi dapat meminta bantuan narasumber.
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BAB IV
ASAS UMUM
Bagian Kesatu
Metode Seleksi
Pasal 8
(1) Seleksi dilakukan melalui Seleksi Terbatas.

(2) Penawaran Seleksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada BUMN, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan
Daerah yang dinilai memenuhi persyaratan.

(3) Apabila hanya terdapat 1 (satu) calon Pemberi PDN yang memenuhi
syarat, maka seleksi dapat dilakukan melalui Penunjukan Langsung.

Bagian Kedua
Persyaratan Calon Pemberi PDN
Pasal 9

(1) Calon Pemberi PDN dari BUMN atau /Perusahaan Daerah harus
memenuhi kualifikasi syarat paling sedikit sebagai berikut:

a. memiliki laba bersih selama 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut;

b. mendapat persetujuan dari pihak berwenang sesuai dengan
Anggaran Dasar BUMN/Anggaran Rumah Tangga Perusahaan
Daerah dan Anggaran Rumah Tangga BUMN/Perusahaan Daerah
yang bersangkutan; dan

c. memiliki Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh paling sedikit
Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

(2) Calon Pemberi PDN dari Pemerintah Daerah harus memenuhi syarat
paling sedikit kualifikasi sebagai berikut:

a. telah melakukan pemenuhan urusan wajib sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. tidak mempunyai tunggakan pembayaran bunga, cicilan pokok, dan
kewajiban lainnya terkait dengan pinjaman kepada pihak lain;

o

mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
d. mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
BAB V
PERSIAPAN SELEKSI CALON PEMBERI PDN
Pasal 10

(1) Panitia Seleksi melaksanakan persiapan seleksi yang meliputi kegiatan-
kegiatan sebagai berikut:
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